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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan 

upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Direktorat 

Jenderal KSDAE berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana 

Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, Rencana Kerja (Renja) Tahun KSDAE, 

dan Perjanjian Kinerja (PK).  

Menghadapi berbagai isu pembangunan sumber daya alam, sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2016 berupaya untuk memberikan kontribusi dengan 

berbagai pelaksanaan kegiatan melalui Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tujuan 

pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraaan dan mutu 

kehidupan manusia. Sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman 

hayati. 

b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi 

dan keanekaragaman hayati. 

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta 

pencapaian indikator kinerja program dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu :  

1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 

2) Pengelolaan Kawasan Konservasi 

3) Konservasi Spesies dan Genetik 

4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 

5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial 

6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

7) Pengelolaan Taman Nasional 

8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE 

Pelaksanaan atas program dan kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2016 disajikan dalam Laporan 

Kinerja (LKj) Ditjen KSDAE tahun 2016. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun 

kegagalan capaian indikator kinerja. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator 

Kinerja Program (IKP), maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran 

Ditjen KSDAE sebagaimana telah diamanatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019.  

Evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 dilakukan melalui 

pengukuran kinerja terhadap sembilan IKP. Beberapa kesimpulan atas pelaksanaan kinerja Ditjen 

KSDAE tahun 2016 adalah sebagai berikut : 
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1. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan IKP yang tertuang dalam dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 

2016 adalah sebesar 109,16%, meningkat 11,88% jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 

2015 (97,57%). Capaian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

 
No Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 Meningkatnya 
Penerimaan Devisa 
dan PNBP dari 
Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Kawasan 
Konservasi dan 
Keanekaragaman 
Hayati 

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan 
tumbuhan alam serta bioprospecting 

Rp. Triliun 5 6,5 130,95 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan 
konservasi 

orang wisatawan 
mancanegara 

250.000 481.518 150 

(192,61) 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan 
konservasi 

orang wisatawan 
nusantara 

4.000.000 7.698.550 150 

(192,46) 

Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan 
konservasi (usaha pariwisata alam 
sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa 
lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan 
pemanfaatan jasa lingkungan 
Geothermal sebanyak 1 Unit) 

Unit 26 122 150 

(395,00) 

2 Meningkatnya 
Efektivitas 
Pengelolaan Hutan 
Konservasi dan 
Upaya Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati 

Nilai indeks efektivitas pengelolaan 
kawasan konservasi minimal 70% 
(kategori baik) 

Unit KK 50 29 58 

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi 
non taman nasional yang beroperasi 

Unit 80 37 46,25 

Persentase peningkatan populasi 25 jenis 
satwa terancam punah prioritas (sesuai 
The IUCN Red List of Threatened Species) 

% 2 3,95 150 

(197,5) 

Jumlah kawasan ekosistem esensial yang 
terbentuk dan dioptimalkan 
pengelolaannya 

Unit 13 8 61,54 

Jumlah ketersediaan paket data dan 
informasi keanekaragaman hayati yang 
berkualitas di 7 wilayah biogeografi 
(Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) 

Paket Data  7 4 57,14 

  Rata-rata Capaian Kinerja Program 109,16 

 

2. Secara umum pada tahun 2016 Ditjen KSDAE telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan. Pada IKP yang tertuang dalam PK Direktur Jenderal KSDAE tahun 2016, dari 

sembilan IKP terdapat lima indikator yang realisasi kinerjanya melebihi target, sedangkan empat IKP 

lainnya belum tercapai kinerjanya sesuai target yaitu Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan 

konservasi minimal 70%, Operasionalisasi KPHK Non TN, Pembentukan kawasan ekosistem esensial, 

dan ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati. Nilai indeks efektivitas 

pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% tidak dapat tercapai sesuai target karena untuk 

mencapai IKK ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari Ditjen Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dukungan dari Direktorat lain. Operasionalisasi KPHK non TN 

tidak dapat terealisasi sesuai target karena ada beberapa kawasan yang SK Pembentukannya baru 

turun di akhir tahun 2016 sehingga belum dianggarkan untuk kegiatan operasionalnya. Capaian 

pembentukan kawasan ekosistem esensial belum bisa memenuhi target karena dalam 

pembentukan kawasan tersebut peran pemerintah daerah sangat berpengaruh, sedangkan di 

daerah sendiri terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum adanya kesepakatan luas 

taman kehati serta belum terbitnya Peraturan Daerah terkait pengelolaan ekosistem esensial.  
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3. Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pagu sebesar Rp. 

1.284.235.032.000,-, penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 

1.126.868.520.807,- atau 87,75%% (Sumber: SAIBA Ditjen KSDAE per tanggal 3 Februari 2017). 

Beberapa kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2016 antara lain adanya 

kebijakan penghematan (self blocking) berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Self Blocking 

Anggaran KLHK TA.2016 Tahap ke-2, pada Ditjen KSDAE mendapat alokasi penghematan sebesar 

Rp. 124.065.791.000,-. Besarnya self blocking ini mempengaruhi persentase penyerapan anggaran 

Ditjen KSDAE. Jika menggunakan pagu setelah dikurangi self blocking yaitu sebesar Rp. 

1.159.969.241.000,- maka persentase penyerapan anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah 

sebesar 97,15%. Realisasi anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 (97,15%) dengan pagu setelah 

dikurangi self blocking meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2015 (90,45%), dengan 

peningkatan sebesar 6,75%. 

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen 

KSDAE tahun 2016 diantaranya adalah adanya kebijakan penghematan (self blocking) sehingga banyak 

kegiatan di Pusat maupun di UPT yang tidak dapat dilaksanakan misalnya kegiatan monitoring populasi 

satwa terancam punah prioritas dan kegiatan intervensi untuk mencapai nilai efektivitas melalui METT. 

Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran 

yang ada, mencari sumber pendanaan lainnya dengan mitra terkait ataupun dengan Pemerintah 

Daerah sehingga kinerja yang ditargetkan dapat tetap terlaksana dengan baik. Serta penyusunan 

rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja harus dilakukan 

secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan 

sumber daya yang tersedia.  

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat 

maupun di daerah perlu dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang 

telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan 

daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. 

Perlu diupayakan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu 

kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus 

dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja 

organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat, dan akuntabel. 
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Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan 

penting, oleh karena  itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan 

seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung 

dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan 

pembangunan nasional.  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merupakan 

bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas penting 

dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  Sebagaimana dalam Pasal 3 

UU Nomor: 5 Tahun 1990, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan 

ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

mutu kehidupan manusia, yang dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu: 

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan; 

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 

3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Dalam upaya pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Ditjen KSDAE 

melaksanakan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana telah 

dituangkan pula dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019.  

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE disusunlah Laporan Kinerja 

(LKj). Laporan Kinerja disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang berisi pengukuran kinerja dan 

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja.  Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. 

Laporan Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2016 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan 

Ditjen KSDAE sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategis 

Ditjen KSDAE Tahun 2015 - 2019 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2016. 

 

https://alamendah.wordpress.com/indonesia
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Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-

II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut. 

1. Kedudukan  

Direktorat Jenderal KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal KSDAE dipimpin 

oleh Direktur Jenderal.  

2. Tugas Pokok dan Fungsi  

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman 

wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka 

margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik 

insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan 

pengelolaan ekosistem esensial;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman 

wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka 

margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik 

insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan 

pengelolaan ekosistem esensial;  

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan 

taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, 

pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman 

hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan 

kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;  

d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman 

nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan 

cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies 

dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi 

pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;  

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan 

pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan 

raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi 

keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa 

lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di 

daerah; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan 

taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, 

suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik 
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baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan 

kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;  

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 

serta;  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

3. Struktur Organisasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan, Ditjen KSDAE dibantu oleh enam Eselon II Pusat, yaitu : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; 

c. Direktorat Kawasan Konservasi; 

d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; 

e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan 

f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. 

Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE 

memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Besar (setingkat Eselon II) dan 

Balai (setingkat Eselon III), yaitu sebagai berikut: 

a. Balai Besar KSDA   : 8 UPT 

b. Balai Besar Taman Nasional : 8 UPT 

c. Balai KSDA   : 18 UPT 

d. Balai Taman Nasional  : 40 UPT 

Pada tahun 2016, terdapat enam Balai Besar/Balai Taman Nasional yang digabung 

menjadi 3 Balai Besar/Balai Taman Nasional dan terdapat dua Balai KSDA yang digabung menjadi 

satu, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Penggabungan UPT Ditjen KSDAE 

No UPT awal Setelah Digabung 

1 BTN Berbak BTN Berbak dan Sembilang 

2 BTN Sembilang 

3 BTN Manupeu Tanadaru BTN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti 

4 BTN Laiwangi Wanggameti 

5 BBTN Betung Kerihun BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum 

6 BBTN Danau Sentarum 

7 BKSDA Bengkulu BKSDA Bengkulu 

8 BKSDA Lampung 

Selain perubahan pada delapan UPT tersebut di atas, terdapat pula satu Taman Nasional 

baru yaitu Taman Nasional Gunung Tambora di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Selengkapnya Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

1. Kawasan Konservasi  

Luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.293.094,00 ha yang terbagi 

dalam 556 unit kawasan konservasi. Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi disajikan 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2.  Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi 

NO FUNGSI  JUMLAH  LUAS (ha) 

1 CAGAR ALAM 219             4.083.414,76 

2 SUAKA MARGASATWA  72             4.848.587,92 

3 TAMAN WISATA ALAM  118                808.857,35 

4 TAMAN BURU 11                171.289,39  

5 TAMAN HUTAN RAYA 28                350.691,83  

6 TAMAN NASIONAL *) 52          16.200.048,99  

7 KSA/KPA 55                830.203,76 

 TOTAL  556         27.293.094,00 
    Sumber: Data spasial Kawasan Konservasi untuk Kebijakan Satu Peta (KSP)  
        Ditjen PKTL tahun 2016 

Data pada tabel di atas merupakan hasil kesepakatan antara Ditjen KSDAE dengan Ditjen 

PKTL sampai dengan akhir tahun 2016, yang dilaporkan untuk Kebijakan Satu Peta (One Map 

Policy). Namun demikian, data fungsi dan luas kawasan adalah data yang dinamis karena dalam 

prosesnya dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan luas kawasan konservasi. Misalnya 

perubahan fungsi KSA/KPA Gandang Dewata (Sulawesi Barat) menjadi Taman Nasional, dan 

KSA/KPA Gunung Maras (Bangka Belitung) menjadi Taman Nasional.  

 

UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

UNIT PELAKSANA 

TEKNIS 

Unit Pelaksana Teknis 
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2. Sumber Daya Manusia   

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016 Ditjen KSDAE 

didukung pegawai sebanyak 7.133 orang. Penyebaran pegawai pada Ditjen KSDAE adalah 

sebagaimana Tabel 3. 

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016 

Satker Jumlah Pegawai % 

Pusat 396 5,55 

BB/BKSDA 3.087 43,28 

BB/BTN 3.650 51,17 

Total 7.133 100,00 

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017 

 

Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2016 

 

Perkembangan pegawai dalam lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016 
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE 

selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, jumlah pegawai Ditjen KSDAE terbanyak pada 

tahun 2012 dengan jumlah 8.327 orang, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit terjadi pada 

tahun 2016 dengan jumlah 7.133 orang. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2016 

mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 

terdapat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana pada Ditjen Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam (PHKA) dipecah menjadi tiga Eselon I yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen Pengendalian 

Perubahan Iklim (PPI) dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK). 

Sehingga pegawai dari Ditjen PHKA dipecah juga pada tiga Eselon I tersebut, dan mengakibatkan 

turunnya jumlah pegawai pada Ditjen KSDAE. 

Kondisi kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan 

dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 

  S3 S2 S1/D4 D3 SMU/D1/D2 SLTP SD JUMLAH 

PUSAT 4 105 130 44 101 6 6 396 

UPT 11 434 1816 427 3811 139 99 6737 

JUMLAH 15 539 1.946 471 3.912 145 105 7.133 

% 0,21 7,56 27,28 6,60 54,84 2,03 1,47 100 

  Sumber: Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017 

Berdasarkan tabel di atas, pegawai lingkup Ditjen KSDAE masih didominasi dari lulusan 

SMU/D1/D2 sebanyak 3.912 orang (54,84%), terbanyak kedua adalah lulusan S1/D4 sebanyak 

1.946 orang (27,28%), sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan S3 sebanyak 15 orang 

(0,21%).  

Apabila dilihat dari segi jabatannya, komposisi terbesar adalah untuk jabatan fungsional 

umum yang mencapai 3.089 orang (43,31%) diikuti Polisi Hutan sebesar 2.146 orang (30,09%). 

Besarnya jumlah Polisi Hutan dapat dipahami mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga 

dan permasalahan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga 

menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan 

dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Untuk jabatan Calon Fungsional 

Tertentu (Calon PEH, Calon Polhut, Calon Penyuluh, Calon Analisis Kepegawaian, Calon Statistisi, 

Calon Arsiparis, dan Calon Pranata Komputer) masih termasuk dalam golongan jabatan 

Fungsional Umum, karena Surat Keputusan (SK) Fungsional Tertentu belum terbit, sehingga 

dalam aplikasi SIMPEG belum bisa dimasukkan ke dalam jabatan Fungsional Tertentu. Gambaran 

selengkapnya komposisi pegawai lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan jabatannya adalah 

sebagaimana Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 

No Jabatan Jumlah (Orang) % 

1 Struktural 601 8,43 

2 Fungsional Umum 3.089 43,31 

3 Polhut 2.146 30,09 

4 Penyuluh 210 2,94 

5 PEH 1.038 14,55 

6 Analis Kepegawaian 7 0,10 

7 Arsiparis 5 0,07 

8 Pranata Komputer 14 0,20 

9 Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa 23 0,32 

  Jumlah 7.133 100 

        Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017 

 

Gambar 4. Persentase Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2016 

Dilihat dari komposisi umur, komposisi tertinggi jumlah pegawai lingkup Ditjen KSDAE 

adalah pada umur 31 - 36 tahun sejumlah 1.523 orang (21,35%). Sedangkan komposisi terendah 

ada pada umur 21 - 26 tahun sejumlah 99 orang (1,39%). Berdasarkan komposisi umur, 

kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE disajikan sebagaimana tabel dan gambar berikut.  

Tabel  6. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016 

  >= 56 <60 >= 51 < 56 >= 46 < 51 >= 41 < 46 >= 36 < 41 >= 31 < 36 >= 26 < 31 >= 21 < 26 Jumlah 

Pusat               47             113                42                45                53                66                28                  2             396  

UPT            443          1.310             786          1.143          1.031          1.457             470                97          6.737  

Jumlah            490          1.423             828          1.188          1.084          1.523             498                99          7.133  

Sumber : Bag. Kepegawaian dan Ortala, Setditjen KSDAE, Januari 2017 
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Sebaran pegawai Ditjen KSDAE berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 5. 

 

Gambar 5. Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2016 

3. Sarana dan Prasarana 

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 

per 3 Februari 2017 sebesar Rp. 1.503.637.903.395,-. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal 

KSDAE tahun 2016 terdiri atas : 

a. Aset Lancar 

 Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu 

tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE 

tahun 2016 adalah  sebesar Rp. 16.987.316.802,-. 

b. Aset Tetap  

 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh 

APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung 

dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset 

tetap lainnya. Nilai aset tetap Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 sebesar Rp. 

1.465.333.359.230,-. 

c. Aset Lainnya 

 Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan 

investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan 

aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE tahun 

2016 adalah sebesar Rp. 27.602.113.380,-. 

Nilai aset yang dikelola Ditjen KSDAE selama tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 7. Aset Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016 

Tahun Aset Tetap (Rp.) Aset Lancar (Rp.) Aset Lainnya 
(Rp.) 

Jumlah (Rp.) 

2012 2.018.946.452.683 30.195.926.272 31.865.762.028 2.081.008.140.983 

2013 1.572.956.197.178 23.364.689.829 15.882.519.783 1.612.203.406.790 

2014 1.595.824.750.913 14.781.005.558 24.320.165.935 1.634.925.922.406 

2015 1.554.477.806.458 17.111.488.820 23.906.911.590 1.595.496.206.868 

2016 1.465.333.359.230 16.987.316.802 27.602.113.380 1.509.922.789.412 

      Sumber : Setditjen KSDAE, 3 Februari 2017 

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap pada tahun 2016 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan yaitu 

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang 

Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 
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Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, efektif, dan efisien, 

Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang 

meliputi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dan Perjanjian 

Kinerja Direktur Jenderal  Tahun 2016. 

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar 

acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian 

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi 

dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.   

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian 

dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan 

strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang 

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, 

dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda 

prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam 

Gambar 6. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh yaitu mewujudkan kemandririan 

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan 

permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan 

pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi 

yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang 

aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan 

sumbangan bagi perekonomian nasional.  

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga 

kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, 

keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi 

hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, 

dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas 

lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan 

sumberdaya. 
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Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 : 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

 

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 : 

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara 
hukum;  

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 
maritim;  

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;  

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;  

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 
berbasiskan kepentingan nasional; serta  

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan 

Gambar 6. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita 
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pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dimaksud, yaitu :  

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan 

air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama 

pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;  

b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator 

kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit 

yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk 

tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta  

c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA 

sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, 

dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini 

merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan 

lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem 

esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-

lain). 

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara ekplisit 

dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, 

pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan 

kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin 

dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya 

peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan 

keseimbangan, sebagaimana Gambar 7. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh 

Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara 

dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah 

Mendukung upaya peningkatan kesejahteraaan dan mutu kehidupan manusia. 
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Gambar 7. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE 

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari 

sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari 

sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu 

sendiri. 

Dari tiga sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat 

Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu : (1) 

Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman 

hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

ketiga). 

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan 

besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa 

lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun 

peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan 

peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan 

populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.  

Sehingga, sasaran program Ditjen KSDAE dirumuskan sebagai berikut : 

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman 

hayati; 

b. Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan 

konservasi dan keanekaragaman hayati. 

 

 

(Asas: Serasi dan Seimbang) 
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2. Program dan Kegiatan Ditjen KSDAE 

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi 

Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan 

penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Upaya pencapaian sasaran 

Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja 

programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu : 

1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; 

2) Pengelolaan Kawasan Konservasi; 

3) Konservasi Spesies dan Genetik; 

4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; 

5) Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; 

6) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; 

7) Pengelolaan Taman Nasional; 

8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, telah ditetapkan 

Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 8. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 

Program 
 

Tujuan Sasaran (Outcome 
atau Hasil Yang 

diinginkan) 

Impact (Dampak) Indikator Kinerja 
Program 

Konservasi 
Sumberdaya 
Alam dan 
Ekosistem 

Mendukung 
upaya 
peningkatan 
kesejahteraaan 
dan mutu 
kehidupan 
manusia 

Peningkatan 
efektivitas 
pengelolaan hutan 
konservasi dan 
upaya konservasi 
keanekaragaman 
hayati 

1. Memanfaatkan 
potensi 
sumberdaya 
hutan dan 
lingkungan hutan 
secara lestari 
untuk 
meningkatkan 
ekonomi dan 
kesejahteraan 
masyarakat yang 
berkeadilan 

2. Melestarikan 
keseimbangan 
ekosistem dan 
keanekaragaman 
hayati serta 
keberadaaan SDA 
sebagai sistem 
penyangga 
kehidupan untuk 
mendukung 
pembangunan 
berkelanjutan 

1. Nilai indeks 
efektivitas 
pengelolaan kawasan 
konservasi  minimal 
70% (kategori baik) 
pada minimal 260 
unit dari 521 unit KK 
di seluruh Indonesia 
(27,21 juta hektar) 

2. Jumlah KPHK non 
taman nasional yang 
terbentuk dan 
beroperasi sebanyak 
100 Unit 

3. Persentase 
peningkatan populasi 
25 jenis satwa 
terancam punah 
prioritas (sesuai The 
IUCN Red List of 
Threatened Species) 
sebesar 10% dari 
baseline data tahun 
2013 

Peningkatan 
penerimaan devisa 
dan PNBP dari 
pemanfaatan jasa 
lingkungan kawasan 
konservasi dan 
keanekaragaman 
hayati 

4. Nilai ekspor 
pemanfaatan satwa 
liar dan tumbuhan 
alam serta 
bioprospecting 
sebesar Rp 25 Triliun 

5. Jumlah kunjungan 
wisata ke kawasan 
konservasi minimal 
sebanyak 1,5 juta 
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Program 
 

Tujuan Sasaran (Outcome 
atau Hasil Yang 

diinginkan) 

Impact (Dampak) Indikator Kinerja 
Program 

orang wisatawan 
mancanegara 

6. Jumlah kunjungan 
wisata ke kawasan 
konservasi minimal 
sebanyak 20 juta 
orang wisatawan 
nusantara 

7. Jumlah kunjungan 
wisata ke kawasan 
konservasi minimal 
sebanyak 20 juta 
orang wisatawan 
nusantara 

8. Jumlah kawasan 
ekosistem esensial 
yang terbentuk dan 
dioptimalkan 
pengelolaannya 
sebanyak 48 unit 

9. Jumlah ketersediaan 
paket data dan 
informasi 
keanekaragaman 
hayati yang 
berkualitas di 7 
wilayah biogeografi 
(Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, 
Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku, 
dan Papua) 

 

B. TARGET JANGKA MENENGAH 

Tahapan pencapaian IKP selama tahun 2015-2019 dari Program Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 9. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
Tahun 2015-2019 

No. Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sasaran 1 : Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman 
hayati 

1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi  
minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 
unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar) 

50 100 150 200 260 

2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan 
beroperasi sebanyak 100 Unit 

20 100 100 100 100 

3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam 
punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened 
Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 

2 4 6 8 10 

4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan 
dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit 

13 26 39 43 48 

5. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi 
keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah 

7 7 7 7 7 
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No. Indikator Kinerja Program Target Kinerja Program 

2015 2016 2017 2018 2019 

biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku, dan Papua) 

Sasaran 2 : Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan 
konservasi dan keanekaragaman hayati 

6. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam 
serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun 

5 10 15 20 25 

7. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal 
sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara  

0,25 0,50 0,80 1,25 1,5 

8. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal 
sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara  

3,50 7,50 11,50 15,50 20,00 

9. Jumlah kemitraan  pengelolaan kawasan konservasi 
sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 
Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, 
dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 
Unit) 

25 51 77 103 130 

 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen KSDAE dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yang 

menggambarkan kegiatan dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah). Masing-

masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan 

langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target 

capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-

2019 diuraikan pada Lampiran 1. 

Rincian dari proses pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) pelaksanaan kinerja 

secara indikatif dari Program KSDAE sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE 

tahun 2015-2019 diuraikan dalam Lampiran 1. Komponen atau proses dari tahapan pencapaian 

target IKK (keluaran/output), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses 

yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang 

dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan 

kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level 

teknis operasional di tingkat tapak.  

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja 

lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk 

distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap 

satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di 

seluruh Indonesia.  

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih 

lanjut atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur 

Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target 

Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019. 
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C. TARGET TAHUNAN 

1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 

a. Rencana Kerja 

Dalam rangka meningkatkan kinerja (performance) dan akuntabilitas (accountability) 

penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE pada seluruh Satker, Ditjen KSDAE 

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak 

dicapai dalam satu tahun. Renja Ditjen KSDAE Tahun 2016 telah disusun sebagai Suplemen 

Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur 

Jenderal KSDAE Nomor: P.9/IV-SET/2015 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE 

Tahun 2016. Matrik Renja Ditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Target IKP Ditjen KSDAE Tahun 2016 

No Sasaran Program/Indikator Kinerja Program Satuan Target 

Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi 
keanekaragaman hayati 

1 Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi  minimal 70% 
(kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia 
(27,21 juta hektar) 

KK 50 

2 Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 
100 Unit 

Unit 80 

3 Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas 
(sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline 
data tahun 2013 

% 2 

4 Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan 
pengelolaannya sebanyak 48 unit 

Unit 13 

5 Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang 
berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) 

Paket 
Data 

7 

Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan 
kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 

1 Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting 
sebesar Rp 25 Triliun 

Rp. 
Triliun 

5 

2 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta 
orang wisatawan mancanegara  

Orang 250.000 

3 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta 
orang wisatawan nusantara 

Orang 4.000.000 

4 Jumlah kemitraan  pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha 
pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air 
sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 
Unit) 

 Unit 26 

 

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem serta 

pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. 

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan tahun 2016 diuraikan 

sebagai berikut: 
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Tabel 11. Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, 
serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam 

1 Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi  yang tersusun 
dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok 

Dokumen 30 

2 Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi 
untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

 Unit 100 

3 Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable 
pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

Paket Data 521 

4 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk 
sebanyak 100 Unit KPHK 

 Unit 80 

5 Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi 
pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS 

PKS 20 

 

Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, 
dan taman buru 

1 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya 
hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit 
KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

Unit 50 

2 Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi  yang 
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana 
Pengelolaan 

Dokumen 30 

3 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya 
seluas 100.000 Ha 

Ha 30.000 

4 Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 
77 Desa  

Desa 77 

5 Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui 
kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha  

Ha 30.000 

6 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi 
sebanyak 100 Unit KPHK 

Unit 80 

7 Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan 
konservasi di 34 Provinsi 

Provinsi 34 

 

Tabel 13. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik 

1 Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas 
sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data 
tahun 2013 

% 2 

2 Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang 
dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari 
baseline tahun 2013 

Spesies 2 

3 Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan 
tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit 

Unit 10 

4 Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting 
sebesar Rp 25 Trilyun 

Rp. Triliun 5 

5 Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar 
Rp 50 M 

Rp. Milyar 10 

6 Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan 
genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi 

Paket Data 7 

7 Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang 
diterbitkan sebanyak 10 PIC 

PIC 2 

8 Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa 
Genetik 

PRG 4 
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No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

9 Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan 
pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan 
beroperasi 

Unit 1 

10 Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies 
terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit 

Unit 10 

 

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 

Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 

1 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta 
orang wisatawan mancanegara  

Orang 250.000 

2 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta 
orang wisatawan nusantara  

Orang 4.000.0
00 

3 Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi 
bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 

Unit 20 

4 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan 
konservasi bertambah sebanyak 25 Unit  

 Unit 5 

5 Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan 
mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit 

Unit 10 

6 Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi 
di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit 

Unit 1 

7 Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, 
Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK 

Unit - 

 

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial 

Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem 
esensial 

1 Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya 
sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan 
konservasi, 30 Taman Kehati) 

 KEE 13 

2 Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia 
sebanyak 48 Paket Data 

Paket Data 13 

3 Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial 
yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen 

Dokumen 13 

4 Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya 
pada 6 Kawasan 

Kawasan 2 

5 Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan 
pengelolaannya pada 6 Ekoregion 

Ekoregion 1 

6 Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang 
diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies  

Spesies 60 

 

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di 
tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan 

1 Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi  yang tersusun 
dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok 

Dokumen 30 

2 Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi 
untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

Unit 100 

3 Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable 
pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

 Paket Data 521 
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No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

4 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk 
sebanyak 100 Unit KPHK 

Unit 80 

5 Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi 
pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS 

PKS 20 

6 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya 
hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit 
KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia 

Unit 50 

7 Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi  yang 
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana 
Pengelolaan 

Dokumen 30 

8 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya 
seluas 100.000 Ha 

Ha 30.000 

9 Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 
77 Desa selama 5 tahun  

Desa 77 

10 Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi 
sebanyak 100 Unit KPHK 

Unit 80 

11 Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan 
konservasi di 34 Provinsi 

Provinsi 34 

12 Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas 
sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data 
tahun 2013 

% 2 

13 Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang 
dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari 
baseline tahun 2013 

Spesies 2 

14 Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar 
Rp 50 M 

Rp. Milyar 10 

15 Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan 
genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi 

Paket Data 7 

16 Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies 
terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. 

Unit 10 

17 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta 
orang wisatawan mancanegara  

Orang 250.000 

18 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta 
orang wisatawan nusantara  

Orang 4.000.0
00 

19 Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi 
bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 

Unit 20 

20 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan 
konservasi bertambah sebanyak 25 Unit  

Unit 5 

21 Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan 
mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit 

Unit 10 

22 Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi 
di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit 

Unit 1 

23 Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok 
Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif 
sebanyak 6.000 Orang 

Orang 1.200 

24 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin 77,25 

 

Tabel 17. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional 

1 Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi  yang tersusun 
dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi 

Dokumen 10 

2 Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi 
untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia 

unit 10 

3 Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable 
pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia 

Paket Data 50 

4 Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi 
pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS 

PKS 20 
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No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

5 Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya 
hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman 
nasional di seluruh Indonesia 

Unit 10 

6 Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi  yang 
tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana 
Pengelolaan 

Dokumen 10 

7 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya 
seluas 100.000 Ha 

Ha 30.000 

8 Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 
50 Desa selama 5 tahun  

 Desa 50 

9 Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui 
kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha  

Ha 40.000 

10 Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan 
konservasi di 34 Provinsi 

Provinsi 34 

11 Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas 
sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data 
tahun 2013 

% 2 

12 Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan 
genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi 

Paket Data 7 

13 Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies 
terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit. 

Unit 10 

14 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta 
orang wisatawan mancanegara  

Orang 250.000 

15 Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta 
orang wisatawan nusantara  

Orang 4.000.0
00 

16 Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi 
bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 

Unit 20 

17 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan 
konservasi bertambah sebanyak 25 Unit  

 Unit 5 

18 Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan 
mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit 

Unit 10 

19 Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi 
di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit 

Unit 1 

20 Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, 
Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK 

Unit - 

21 Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok 
Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif 
sebanyak 6.000 Orang 

Orang 1.200 

22 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin 77,25 

 

Tabel 18. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016 

No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target 

  Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan 
Direktorat Jenderal KSDAE 

  1.   Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin Poin 77,25 

 

b. Pembiayaan  

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen KSDAE pada tahun 2016, 

sebagaimana pagu indikatif pada Renja Ditjen KSDAE tahun 2016, direncanakan sebesar Rp. 

1.841.300.000,-. Namun demikian, berdasarkan surat Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: S.312/Menlhk-Setjen/2015 sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan 

Nomor: S-505/MK.02/2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian 

RKA-K/L Tahun Anggaran 2016, pagu anggaran Ditjen KSDAE tahun 2016 berkurang menjadi 
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Rp. 1.521.710.000,-. Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan 

tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran. Sumber 

pembiayaan dan jenis belanja Ditjen KSDAE pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 19. Sumber Pembiayaan dan Jenis Belanja Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2016 

No Sumber Dana Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah 

Belanja Pegawai Belanja Barang 

Operasional Non Operasional 

1 Rupiah Murni 770.408.471 152.591.529 375.000.000 1.298.000.000 

2 PNBP - - 200.000.000 200.000.000 

3 HLN - - 23.710.000 23.710.000 

 Total 770.408.471 152.591.529 598.710.000 1.521.710.000 

Sumber: Renja Ditjen KSDAE 2016 

 

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas 

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan tahun 2016 disampaikan pada tabel berikut 

Tabel 20. Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2016 

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya Penerimaan 
Devisa dan PNBP dari 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Kawsan Konservasi dan 
Keanekaragaman Hayati 

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan 
tumbuhan alam serta bioprospecting 

Rp. 5 Triliun 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan 
konservasi 

250.000 orang 
wisatawan mancanegara 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan 
konservasi 

4.000.000 orang 
wisatawan nusantara 

Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan 
konservasi 

26 Unit 

2 Meningkatnya Efektivitas 
Pengelolaan Hutan Konservasi 
dan Upaya Konservasi 
Keanekaragaman Hayati 

Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan 
konservasi minimal 70% (kategori baik) 

50 Unit KK 

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non 
taman nasional yang beroperasi 

80 Unit 

Persentase peningkatan populasi 25 jenis 
satwa terancam punah prioritas (sesuai The 
IUCN Red List of Threatened Species) 

2% 

Jumlah kawasan ekosistem esensial yang 
terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya 

13 Unit 

Jumlah ketersediaan paket data dan informasi 
keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 
wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, 
dan Papua) 

7 Paket Data  
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Pernyataan PK Ditjen KSDAE Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal KSDAE selengkapnya disampaikan dalam 

Lampiran 2. 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

1. Review Terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan 

Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2015 lingkup Ditjen KSDAE. Evaluasi 

dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan 

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja 

Organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. 

Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,11 dengan kategori A (>80-90). Nilai 

tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang 

dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 24,15; 

b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 20,46; 

c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 13,30; 

d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 8,28; 

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 16,92. 

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem 

akuntabilitas kinerja tahun 2015 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut : 

a. Perencanaan Kinerja terdapat kelemahan yaitu: 

1) Perencanaan Strategis 

a) Kualitas Renstra, kelemahannya yaitu: 

 Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya 

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) tidak spesifik dan terukur sehingga target kinerja juga tidak dapat ditetapkan 

dengan baik; 

 Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu dokumen Renstra 

belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja. 

b) Implementasi Renstra, kelemahannya yaitu dokumen Renstra belum direviu secara 

berkala. 

2) Perencanaan Kinerja Tahunan 

a) Pemenuhan Perencanan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu: 

 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah ada, namun target kinerja belum 

sepenuhnya mengacu pada Renstra dan belum ada penetapan oleh Direktur 

Jenderal KSDAE; 



 

 
 

 

 

 

25 

 

 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) belum menyajikan target jangka pendek indikator 

kinerja; 

 Dokumen PK belum menyajikan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana IKP 

yang telah ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu 9 IKP yang ditetapkan pada 

Renstra, hanya 3 IKP yang dicantumkan pada dokumen PK. 

b) Kualitas Perencanan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu: 

 Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, dimana penetapan target kinerja 

belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja; 

 Dokumen PK belum selaras dengan dokumen Renstra, khususnya terkait dengan 

penyajian IKP. 

c) Implementasi Perencanan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu Rencana Aksi atas 

kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala. 

b. Pengukuran Kinerja  

1) Kualitas pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu pengumpulan data kinerja belum dapat 

diandalkan, dimana masih terdapat satker-satker yang tidak menyampaikan data kinerja 

sebagai bahan pengukuran kinerja Eselon I; 

2) Implementasi pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu: 

a) IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; 

b) IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan 

yang signifikan; 

c) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala. 

c. Pelaporan Kinerja 

1) Penyajian informasi kinerja, kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum 

sepenuhnya dapat diandalkan karena terdapat indikator kinerja yang tidak spesifik dan 

terukur. 

2) Pemanfaatan informasi kinerja, kelemahannya yaitu: 

a) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan; 

b) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; 

c) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan 

perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam 

penetapan kinerja yang disusun. 

d. Evaluasi Internal 

1) Kualitas evaluasi, kelemahannya yaitu: 

a) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan; 

b) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang 

selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian 

kinerja. 
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e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 

1) Kinerja yang dilaporkan (output), kelemahannya yaitu target IKP tidak seluruhnya tercapai. 

Terhadap permasalahan yang direkomendasikan catatan-catatan untuk dilakukan perbaikan, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar : 

1) Penetapan target kinerja dapat mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per 

tahun; 

2) Dokumen rencana kinerja tahunan menyesuaikan dokumen Renstra dan disahkan oleh 

Direktur Jenderal KSDAE; 

3) Dokumen PK tahun 2016 dapat dilengkapi dengan target jangka pendek indikator kinerja 

yang telah ditetapkan; 

4) Dokumen PK tahun 2016 menyajikan IKP sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

dokumen Renstra 2015-2019; 

5) Penetapan target kinerja mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun; 

6) Dokumen PK tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada dokumen Renstra 2015-2019; 

7) Menyusun rencana monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala. 

b. Terhadap komponen pengukuran kinerja : 

1) Pengumpulan data kinerja kepada satker dapat ditingkatkan sehingga dapat dijadikan 

bahan pengukuran kinerja Eselon I; 

2) IKP dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; 

3) IKP yang telah direviu, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja; 

c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja 

(LKj) dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk 

menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; 

d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja 

dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat 

diperbaiki; 

e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi 

mengenai capaian kinerja yang menurun untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya 

serta lebih cermat dalam menetapkan IKP. 

 

2. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Sesuai PK Direktur Jenderal KSDAE Tahun 

2016 

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang 

telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode 

pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian 

kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam 

bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan 

efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi 

Pengukuran Kinerja sebagai berikut : 

                 Realisasi 
Pencapaian rencana tingkat capaian = --------------- x 100% 

           Target  
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Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya pencapaian 

kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

        (Target-(Realisasi-Target)) 
Pencapaian Rencana Tk. Capaian = --------------------------------------- x 100%  

            Target 
Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka 

pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 

150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari 

Direktorat Jenderal KSDAE.  

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakekatnya merupakan hasil pengukuran 

terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016. Terdapat dua 

sasaran dan tiga indikator kinerja yang diemban oleh Ditjen KSDAE yang tertuang dalam 

dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja indikator 

kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2016 adalah pada Tabel 21.  

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen KSDAE Tahun 2016 

No Sasaran 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 Meningkatnya 
Penerimaan Devisa 
dan PNBP dari 
Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Kawasan 
Konservasi dan 
Keanekaragaman 
Hayati 

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan 
tumbuhan alam serta bioprospecting 

Rp. Triliun 5 6,5 130,95 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan 
konservasi 

orang 
wisatawan 
mancanegara 

250.000 481.518 150 

(192,61) 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan 
konservasi 

orang 
wisatawan 
nusantara 

4.000.000 7.698.550 150 

(192,46) 

Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan 
konservasi (usaha pariwisata alam 
sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa 
lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan 
pemanfaatan jasa lingkungan 
Geothermal sebanyak 1 Unit) 

Unit 26 122 150 

(395,00) 

2 Meningkatnya 
Efektivitas 
Pengelolaan Hutan 
Konservasi dan 
Upaya Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati 

Nilai indeks efektivitas pengelolaan 
kawasan konservasi minimal 70% 
(kategori baik) 

Unit KK 50 29 58 

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi 
non taman nasional yang beroperasi 

Unit 80 37 46,25 

Persentase peningkatan populasi 25 
jenis satwa terancam punah prioritas 
(sesuai The IUCN Red List of Threatened 
Species) 

% 2 3,95 150 

(197,5) 

Jumlah kawasan ekosistem esensial 
yang terbentuk dan dioptimalkan 
pengelolaannya 

Unit 13 8 61,54 

Jumlah ketersediaan paket data dan 
informasi keanekaragaman hayati yang 
berkualitas di 7 wilayah biogeografi 
(Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) 

Paket Data  7 6 85,71 

  Rata-rata Capaian Kinerja Program 109,16 

Capaian indikator kinerja program pada tahun 2016 (109,16%) meningkat jika 

dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 (97,57%). Peningkatannya adalah sebesar 11,88%. 

Peningkatan kinerja tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan baik di 
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tingkat Pusat ataupun UPT sebagai ujung tombak pencapaian target-target kinerja. 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 disajikan dalam gambar berikut. 

 

 
Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 

 

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran disampaikan berikut ini. 

 

 

 

 

Sasaran 1 ini dicapai melalui 4 indikator kinerja yaitu : 

1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting dengan target 

Rp. 5 Trilyun; 

2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 250.000 orang wisatawan 

mancanegara; 

3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 4.000.000 orang wisatawan 

nusantara; 

4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 26 unit (usaha pariwisata alam 

sebanyak 20 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 5 Unit, dan pemanfaatan jasa 

lingkungan Geothermal sebanyak 1 Unit).  

Capaian indikator kinerja disampaikan sebagai berikut: 
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Indikator Kinerja Sasaran 1 : 

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 

Trilyun 

 

 
Gambar 9. Capaian Nilai Ekspor Pemanfaatan Satwa Liar Dan Tumbuhan Alam Serta 

Bioprospecting 

Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting tahun 2016 

adalah sebesar Rp. 6.547.512.373.876,-. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 (Rp. 5 

Trilyun), maka capaian kinerja sebesar 130,95%. Pendapatan devisa negara tahun 2016 

bersumber dari beberapa komoditi, antara lain disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 22. Komoditi Sumber Nilai Ekspor TSL 

No. Jenis Komoditi No. Jenis Komoditi 

1. Amphibi 7. Ikan 

2. Arthropoda 8. Koral 

3. Buaya 9. Mamalia  

4. Burung 10 Moluska 

5. Flora 11. Pakis 

6. Gaharu 12. Reptil 

 

Komoditi ekspor dijual ke beberapa negara dari negara tetangga di Benua Asia hingga 

merambah ke Benua lain. Daftar komoditi beserta jumlah dan negara tujuan ekspor tersaji 

dalam Lampiran 3. Ekspor vaksin polio dari Biofarma berkurang cukup besar pada tahun 2016 

karena hanya tinggal 2 negara saja yang belum bebas polio, sehingga pihak UNESCO mengurangi 

pemberian vaksin tersebut, dan lambat laun akan ditiadakan ketika dunia dinyatakan bebas 

polio, hal tersebut memperkecil nilai devisa untuk jenis Macacafascicularis. Akan tetapi di tahun 

2016 ini terdapat jenis TSL yang baru mulai di ekspor yaitu satwa buru Kepiting kenari 

(Birguslastro), yang menambah nilai devisa. Dan nilai ekspor gaharu dan koral juga memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap nilai devisa di tahun 2016.  

Tabel 23. Nilai Devisa dari Pemanfaatan TSL Serta Bioprospecting 

Tahun  Nilai Devisa (Rp.) % Peningkatan/Penurunan 

2010     3.399.525.540.000   

2011     4.049.929.491.570  19,13 

2012     2.874.919.368.600  -29,01 

2013     1.365.821.077.410  -52,49 

2014         743.274.018.000  -45,58 

2015     5.307.448.015.075  614,06 

2016     6.547.512.373.876  23,36 

Sumber: Direktorat KKH, 2016 
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Gambar 10. Perkembangan Nilai Devisa Pemanfaatan TSL Serta Bioprospecting Tahun 2010-

2016 (Dalam Rp. Juta) 

Berdasarkan gambar di atas, terdapat kenaikan nilai devisa mulai tahun 2015, hal ini di 

sebabkan karena naiknya nilai dollar dari Rp. 9000,- menjadi Rp. 13.000,-. Selain itu karena 

adanya peningkatan harga patokan, serta tertib administrasi pelaporan nilai ekspor. Dan di 

tahun 2015, data nilai devisa selain didapat dari realisasi dikalikan dengan harga patokan dan 

nilai rupiah saat itu, juga didapat dari invoice/PEB dari masing-masing eksportir sehingga data 

yang didapat lebih akurat.  

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja ini adalah Tercapainya target Nilai ekspor 

pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting tahun 2016. 
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Gambar 12. Komoditi Ekspor Kulit Buaya 

Gambar 11. Penangkaran Buaya 

Gambar 13. Komoditi Ekspor Kulit Biawak 
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Gambar 14. Capaian Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara Ke Kawasan Konservasi 

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 

yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah sebanyak 481.518 orang. Jika dibandingkan 

dengan target tahun 2016 (250.000 orang), maka capaian kinerja untuk indikator kinerja ini 

adalah sebesar 192,61%. Dikarenakan capaian kinerjanya melebihi 150%, maka capaian kinerja 

dibatasi menjadi sebesar 150%. 

Jumlah wisman tersebut merupakan gabungan antara jumlah wisman tahun 2015 yang 

belum terhitung pada capaian tahun 2015 dan jumlah wisman pada periode Januari-Desember 

2016. Jumlah wisman tahun 2015 yang belum terhitung pada laporan capaian tahun 2015 

sebanyak 160.325 orang dan jumlah wisman pada Januari-Desember 2016 sebanyak 321.193 

orang. Kondisi kawasan konservasi yang sebagian besar merupakan remote area dan akses serta 

kecepatan internet yang tidak sama pada semua kawasan konservasi menyebabkan rekapitulasi 

data wisman tahun 2015 dari 48 UPT Taman Nasional dan 26 UPT KSDA baru selesai pada 

pertengahan tahun 2016, sehingga sebagian data wisatawan mancanegara tahun 2015 masuk 

dalam capaian tahun 2016.  

Pencapaian jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi apabila dibandingkan 

dengan tahun 2015, mengalami peningkatan sebesar 271.382 orang atau 129,15%. 

Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisman ke kawasan 

konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 24. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke 
Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir 

Tahun Jumlah Wisman 
(Orang) 

% Kenaikan/ Penurunan 
(Dibandingkan Tahun Sebelumnya) 

2012 361.400 + 29,68 

2013 481.255 + 33,16 

2014 515.216 + 7,06 

2015 210.136 - 59,21 

2016 481.518 + 129,15 

Jumlah 2.049.525 + 139,83 

Rata-Rata/ Thn 409.905 + 27.97 

Rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) wisman yang berkunjung ke kawasan 

konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 27,97% per tahun. Perkembangan jumlah 

wisatawan mancanegara selama tahun 2012-2016 disampaikan pada gambar berikut. 
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Gambar 15. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Ke Kawasan Konservasi Tahun 2012-
2016 

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan 

konservasi sebanyak 691.654 orang wisman, sedangkan target Renstra Ditjen KSDAE tahun 

2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 

2015-2016 terhadap target kinerja jangka menengah/selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka 

target kinerja telah tercapai sebesar 46,11%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan 

tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja lima tahun dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 16. Persentase Capaian Kinerja Jumlah Pengunjung Wisman Tahun 2015-2016 
Dibandingkan Target 5 Tahun 

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan 

konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di 

Indonesia. Lokasi target tahun 2016 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, 

Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger Semeru, TN 

Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN 

Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, TN Gunung Ciremai, TN 

Bukit Barisan Selatan, TN Was Kambas, TN Kerinci Seblat, TN Ujung Kulon, TN Kalimutu, kawasan 

konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BKSDA Jawa Tengah, 

dan BKSDA Nusa Tenggara Barat.  
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Wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2016 tidak tersebar secara 

merata pada 52 kawasan Taman Nasional (49 UPT Taman Nasional), 118 taman wisata alam dan 

11 taman buru (28 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi 

lebih banyak wisman dan sebagian lainnya dikunjungi wisman dalam jumlah yang sedikit. 

Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan 

wisman terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahun (Jawa Barat), TN Komodo, TWA 

Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup (Jawa Timur), TN Gunung Rinjani, TN Bromo Tenger Semeru, 

TN Alas Purwo, TN Kelimutu, TWA Telaga Warna, TN Bali Barat dan TWA Pulau Riung (Nusa 

Tenggara Timur) dapat terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 17. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 

2016 

Secara nasional rata-rata jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada periode 

2012-2016 adalah 9.418.942 orang/tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata yang berkunjung ke 

kawasan konservasi adalah 409.905 orang/tahun pada periode yang sama. Persentase jumlah 

wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi terhadap jumlah wisman yang datang ke 

Indonesia pada periode 2012-2016 berkisar antara 2,02% - 5,47% atau rata-rata per tahun 

jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebesar 4,29% per tahun  dapat 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 25. Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke 
Indonesia 

Tahun Jumlah wisman ke 
Indonesia 

Jumlah wisman ke 
kawasan konservasi 

Prosentase ∑ wisman ke KK 
terhadap ∑ wisman ke 

Indonesia (%) 

2012 8.044.462 361.400 4,49 % 

2013 8.802.129 481.255 5,47 % 

2014 9.435.411 515.216 5,46 % 

2015 10.406.759 210.136 2,02 % 

2016 (Nov) 10.405.947 481.518 4,63 % 

Jumlah 47.094.708 2.049.525 22,07 % 

Rata-rata/Th 9.418.942 409.905 4,41 % 

Sumber : Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE; Kemenparekraf 2013 dan Kemenpar 2016 
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Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusahaan 

pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut: 

 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 

 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 PP Nomor: 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011. 

 Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan 

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan 

Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam 

Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam. 

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, 

Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan 

dan Konservasi Alam. 

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, 

Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. 

 Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan 

Negara Bukan Pajak. 

Peningkatan jumlah wisman pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan 

seperti melalui media seperti media cetak maupun elektronik, penyelenggaraan sejumlah sail 

event di kawasan konservasi dan event olah raga yang melintasi kawasan konservasi cukup 

menarik minat wisman untuk berkunjung ke kawasan konservasi  serta adanya kebijakan 

penambahan jumlah negara yang dikenakan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Selain itu 

kondisi pertumbuhan wisatawan mncanegara di dunia secara tidak langsung juga menjadi 

penyebab peningkatan wisman ke kawasan konservasi. Berdasarkan publikasi UNWTO, Tourism 

Towards 2030/Global Overview memprediksi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara 

dunia berkisar 3,3% setiap tahun pada periode 2010-2030. Tahun 2015 dan selanjutnya, tren 

pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan masih akan terus berlanjut. Tingkat 

pertumbuhan kunjungan wisman di negara-negara berkembang akan mengungguli tingkat 

kunjungan wisman negara-negara maju. 

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain:  

1) Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi  masih sangat 

terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking, shelter, 

menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy 

bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya;  
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2) Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak;  

3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti dalam penguasaan bahasa serta 

teknik interpretasi;  

4) Kunjungan wisman tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara;  

5) Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisman yang besar dan sebagian 

lainnya sangat sedikit;  

6) Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung kawasan; dan  

7) belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi. 

8) Belum optimalnya penanganan dampak negative aktivitas pengunjung seperti sampah dan 

lain sebagainya. 

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah dan kendala yang 

dihadapi adalah berupa:  

1) Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan 

lain-lain;  

2) Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di 

daerah;  

3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkati seperti Menteri Pariwisata 

dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor: NK.6/KS.001/MP/2015 & 

NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Direktorat 

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015 ;  

4) Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan Korea Forest Service yang ditandatangani 

pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan ecotourism di kawasan 

konservasi di Indonesia dengan pilot project “Community based ecotourism di TN Gunung 

Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019;  

5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di 

beberapa kawasan konservasi;  

6) melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan 

pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan dan tata 

tertib pengunjung;  

7) Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada empat destinasi prioritas nasional pada 

tahun 2017; dan  

8) Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang 

berpotensi untuk didatangi wisman selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.  
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Gambar 18. Pameran Indogreen Dalam Rangka Promosi dan Pemasaraan dan Menjaring 
Wisatawan Mancanegara 

Outcome yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan 

manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 

manfaat tidak langsung berupa multiplier effect dari kunjungan wisman. Manfaat tidak langsung 

kunjungan wisman ke kawasan konservasi diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat 

luas. Manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah antara lain berupa penerimaan daerah dan 

kesempatan penyerapan jumlah tenaga kerja di bidang wisata alam. Sedangkan manfaat tidak 

langsung bagi masyarakat luas berupa kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam 

antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan 

makanan/minuman, jasa cendera mata/ souvenir, dan lain-lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Kunjungan Wisatawan 
Mancanegara di Taman Nasional Baluran, 

Jawa Timur 

Gambar 20. Aktivitas Wisatawan 
Mancanegara di Taman Nasional Alas 

Purwo, Jawa Timur 
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Indikator Kinerja Sasaran 3 : 

Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan 

nusantara 

 

 
Gambar 21. Capaian Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara Ke Kawasan Konservasi 

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang 

berkunjung ke kawasan konservasi adalah sebanyak 7.698.550 orang. Jika dibandingkan dengan 

target tahun 2016 (4.000.000 orang), maka capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 

sebesar 192,46%. Dikarenakan capaian kinerjanya melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi 

menjadi sebesar 150%. 

Jumlah wisnus tersebut merupakan gabungan antara jumlah wisnus tahun 2015 yang 

belum terhitung pada capaian tahun 2015 dan jumlah wisnus pada periode Januari-Desember 

2016. Jumlah wisnus tahun 2015 yang belum terhitung pada laporan capaian tahun 2015 

sebanyak 1.102.826 orang dan jumlah wisnus pada Januari-Desember 2016 sebanyak 6.595.724 

orang wisnus. Kondisi kawasan konservasi yang sebagian besar merupakan remote area data 

kses serta kecepatan internet yang tidak sama pada semua kawasan konservasi menyebabkan 

rekapitulasi data wisnus tahun 2015 dari 48 UPT Taman Nasional dan 26 UPT KSDA baru selesai 

pada pertengahan tahun 2016, sehingga sebagian data wisatawan nusantara tahun 2015 masuk 

dalam capaian tahun 2016.  

Pencapaian kinerja terkait data kunjungan wisnus diperoleh dari jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan 

Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2016 untuk pencapaian IKK ini adalah 

seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo 

Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung 

Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, 

TN Gunung Ciremai, TN Bukit Barisan Selatan, TN Was Kambas, TN Kerinci Seblat, TN Ujung 

Kulon, TN Kalimutu, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA 

Jawa Timur, BKSDA Jawa Tengah, dan BKSDA Nusa Tenggara Barat. 

Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2016 

mengalami peningkatan sebesar 3.660.480 orang wisnus atau 190,65% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisnus selama 

5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi 

Minimal Sebanyak 20 juta Orang Wisatawan Nusantara 5 Tahun Terakhir 

Tahun Jumlah Wisnus (Orang) % Kenaikan/ Penurunan 
(Dibandingkan Tahun Sebelumnya) 

2012 4.325.547 - 10,14 

2013 4.256.490 -1,60 

2014 5.467.873 + 28,46 

2015 4.038.070 - 26,15 

2016 7.698.550 + 90,65 

Jumlah 25.786.530 + 81,22 

Rata-Rata/ Thn 5.157.306 + 16,24 

Sumber :  Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat PJLHK 2012, 2013, 2014, 2015; Laporan Bulan UPT; 
Aplikasi SIDAK KSDAE 

Rata-rata jumlah wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 

5.157.306, sedangkan rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) wisnus yang 

berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 16,24% per tahun. 

Perkembangan jumlah wisnus 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan 

Konservasi Tahun 2011-2016 

 

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan 

konservasi sebanyak 11.736.620 orang wisnus sedangkan target jangka menengah sebesar 

20.000.000 orang wisnua. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2016 

terhadap target pencapain kinerja jangka menengah/selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka 

target kinerja telah tercapai sebesar 58,68%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan 

tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah (2015-2019) dapat dilihat 

pada dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 23. Persentase Capaian Kinerja Jumlah Pengunjung Wisnus Tahun 2015-2016 

Dibandingkan Target 5 Tahun 

Wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2016 tidak tersebar secara 

merata pada 52 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 118 taman wisata alam dan 

11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi 

lebih banyak wisnus dan sebagian lainnya dikunjungi wisnus dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh 

kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisnus 

terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahu, TN Gunung Ciremai, TWA Telaga 

Patengan, TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TWA Grojogan Sewu, TWA 

Telogo Warno Telogo Pengilon, TN Gunung Merapi, TWA Angke Kapuk dan TWA Gunung Pancar, 

dapat terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 24. Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 
2016 

Secara nasional rata-rata jumlah wisnus pada periode 2012-2015 adalah 250.395.000 

orang/tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah 

5.157.306 orang/tahun pada periode yang sama.  Persentase jumlah wisnus yang berkunjung ke 

kawasan konservasi terhadap jumlah wisnus keseluruhan periode 2012-2015 berkisar antara 

1,58% - 2,18% atau rata-rata per tahun jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi 

sebesar 1,81% per tahun, sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 27. Perbandingan Jumlah Wisman Ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisnus 
Secara Keseluruhan 

Tahun Jumlah Wisatawa Nusantara 
secara nasional 

Jumlah wisnus yang berkunjung 
ke kawasan konservasi 

Persentase (%) 

2012 245.290.000 4.325.547 1,76 % 

2013 250.040.000 4.256.490 1,70 % 

2014 251.200.000 5.467.873 2,18 % 

2015 255.050.000 4.038.070 1,58 % 

2016 NA 7.698.550  

Jumlah 1,001,580,000 25,786,530 7.23 % 

Rata-Rata/ Thn 250,395,000 5.157.306 1.81 % 

Sumber: Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE; Kemenparekraf 2013 dan Kemenpar 2016 

Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain peningkatan minat 

masyarakat untuk melakukan wisata ke alam, peran media sosial dan media elektronik yang 

sangat besar terutama dimotori oleh kaum muda, meningkatnya pendapatan masyarakat 

sehingga kegiatan wisata menjadi suatu kebutuhan. 

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain:  

1) Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat 

terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking, shelter, 

menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy 

bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya;  

2) Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak;  

3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal dalam penguasaan bahasa serta teknik 

interpretasi;  

4) Kunjungan wisnus tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah melampaui daya 

dukung;  

5) Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisnus yang besar dan mengarah 

pada mass tourism, sedangkan sebagian kawasan konservasi lainnya lainnya sangat sedikit 

dikunjungi wisnus;  

6) Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung; dan 

7) belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi. 

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dalam mengatasi masalah 

dan kendala yang dihadapi adalah berupa :  

1) Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan 

lain-lain;  

2) Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di 

daerah;  

3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata 

dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & 

NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 dan Perjanjian Kerja Sama Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Direktorat 

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : PK.91/KS.001/DPDIP/KEMENPAR/2015 & PKS.9/KSDAE-PJLHK/2015;  
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4) Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan Korea Forest Service (KFS) yang 

ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan ecotourism di 

kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project “Community based ecotourism di TN 

Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019;  

5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di 

beberapa kawasan konservasi;  

6) Melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan 

pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan 

pengunjung;  

7) Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada empat destinasi prioritas nasional pada 

tahun 2017; dan  

8) Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang 

berpotensi untuk didatangi wisnus selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk menghindari 

mass tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme 
Indonesia 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Aktivitas Wisatawan Nusantara 
di Taman Nasional Lorentz 

 

Gambar 26. Aktivitas Pengunjung 
(Wisatawan Nusantara) Berkemah 
Dan Mendaki di Taman Nasional 

Tambora 
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Indikator Kinerja Sasaran 4 : 

Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 26 unit 

 

Indikator Kinerja ini memuat 3 indikator yaitu : 

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah 

sebanyak 20 unit dari baseline 2013 (target tahun 2016); 

2. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah 

sebanyak 5 unit (target tahun 2016); 

3. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan 

konservasi sebanyak minimal 1 unit (target tahun 2016). 

Sampai dengan tahun 2016, capaian indikator-indikator tersebut disampaikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 28. Capaian IKK Jumlah Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebanyak 26 Unit 

No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Tahun 
2016 

Realisasi % 

1 Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di 
kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit 
dari baseline 2013 

Unit 20 89 150 
(445) 

2 Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang 
beroperasi di kawasan konservasi bertambah 
sebanyak 25 Unit 

Unit 5 32 150 
(640) 

3 Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan 
panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi 
sebanyak minimal 5 unit 

Unit 1 1 100 

  Rata-rata Unit 26 122 150 
(395) 

Penjelasan capaian kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah 

sebanyak 20 unit dari baseline 2013 (target tahun 2016) 

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfatan Sarana 

Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang 

diterbitkan di tahun 2016 dengan jumlah target tahun 2016 sebanyak 20 unit. Sampai dengan 

akhir tahun 2016 jumlah IUPSWA dan IUPJWA bertambah sebanyak 89 unit, yang terdiri dari 

9 unit IUPSWA dan 80 unit IUPJWA. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016, maka 

capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 445,00%. Dikarenakan capaian kinerjanya 

melebihi 150%, maka capaian kinerja dibatasi menjadi sebesar 150%. 

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah TN. Tanjung Puting, TN Kepulauan 

Seribu, TN Meru Betiri, TN Kutai, TN Bogani Nani Wartabone, TN Bantimurung Bulusaraung, 

TN Takabonerate, TN Kelimutu, TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas, TN Baluran, TN 

Betung Kerihun, TN Bali Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Wakatobi, TN Manusela, TWA 

Buyan Tamblingan, TWA Panelokan, TWA Batu Angus dan TWA Carita. 

Pada tahun 2016 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di 

kawasan konservasi sebanyak 89 unit yang terdiri dari 9 unit IUPSWA dan 80 unit IUPJWA. 

Sembilan unit IUPSWA tersebut yaitu: 

a. PT. Segara Komodo Lestari di TN Komodo 
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b. PT. Asri Indah Lestari di TWA Gunung Papandayan, BBKSDA Jawa Barat 

c. PT. Prabu Alam Lestari di TWA Tanjung Tampa, BKSDA NTB 

d. PT. Kopeng Alam Wisata di TN Gunung Merbabu 

e. PT. Bangko-Bangko Lestari di TWA Bangko-Bangko, BKSDA NTB 

f. PT. Bunaken Oasis Dive Resort di TN Bunaken 

g. PT. Relief Property Management di TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB 

h. PT. Karyapratama Rekajaya di TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB 

i. PT. Baliminatama Propertindo di TWA Gunung Tunak, BKSDA NTB 

Dari 9 unit IUPSWA tersebut di atas terdapat 1 unit IUPSWA terbit di tahun 2015 tetapi 

belum masuk realisasi tahun 2015 dikarenakan Surat Keputusan IUPSWA diterima pada bulan 

Januari 2016 sehingga dimasukkan dalam realisasi 2016 yaitu atas nama PT. Segara Komodo 

Lestari yang berada di Taman Nasional Komodo. 

Sedangkan untuk 80 unit IUPJWA terbagi atas: 

a. Perseorangan  

1) 17 unit IUPJWA di TN Gunung Ciremai 

2) 9 unit IUPJWA di TWA Telogo Warno Telogo Pengilon, BKSDA Jawa Tengah 

3) 49 unit IUPJWA di TWA Kawah Ijen, BBKSDA Jawa Timur 

b. Badan Usaha Milik Swasta 

1) 1 unit IUPJWA (CV. Prakarsa Mulia) di TWA Telaga Patengan, BBKSDA Jawa Barat 

2) 1 unit IUPJWA (CV. Pesona Malasari) di TN Gunung Halimun Salak 

c. Koperasi unit IUPJWA (Koperasi Karyawan Alam Lestari) di TWA Kawah Kamojang, BBKSDA 

Jawa Barat sebanyak 3 unit. 

Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di kawasan konservasi pada tahun 2016 mengalami 

mengalami peningkatan sebesar 61 unit atau 277,27% dibandingkan tahun 2015. Dimana 

terjadi peningkatan IUPSWA sebanyak 3 unit dan IUPJWA sebanyak 58 unit. Perbandingan 

jumlah IUPSWA dan IUPJWA 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 29. Perbandingan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 5 Tahun 
Terakhir 

Tahun Jumlah IUPSWA dan 
IUPJWA (Unit) 

% Kenaikan/ Penurunan 
(Dibandingkan Tahun 

Sebelumnya) 

2012 10 - 

2013 31 + 210,00 

2014 65 + 109,78 

2015 28 - 56,92 

2016 89 + 217,86 

Jumlah 223 480,72 

Rata-rata/ Thn 45 120,18 

 

Rata-rata perkembangan (kenaikan datau penurunan) IUPSWA dan IUPJWA per tahun 

selama 5 tahun terakhir sebesar 120,18% per tahun. Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di 

kawasan konservasi 5 lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 28. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2012-
2016 

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah tercapai kinerja sebesar 117 unit dari 

target jangka menengah sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapain 

kinerja jangka menengah/ selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui 

sebanyak 17 unit atau telah tercapai sebesar 117%. Perkembangan capaian kinerja sampai 

dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah (2015-2019) dapat 

dilihat pada dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2016 dengan Target 

Kinerja Jangka Menengah (2015-2019) 

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusahaan 

pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru 

sebagai berikut: 

 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 

 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

 Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 2011  tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam 

dan Kawasan Pelestarian Alam. 
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 Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 

 Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis 

Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan 

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman 

Wisata Alam; 

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010. 

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara 

Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 

 Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman 

Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan 

Pengusahaan Pariwisata Alam. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan 

Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman 

Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain 

Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA  Nomor : P.5/IV-

Set/2015. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata 

Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda 

Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan 

Tama Wisata Alam. 

 Peraturan Dirjen PHKA Nomor: P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan 

Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. 

Penigkatan pencapaian kinerja di tahun 2016, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis 

usaha IUPSWA, antara lain ini terjadi disebabkan oleh: 

a. meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam 

pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta upaya pihak UPT/Pusat dalam 

memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi 

(TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali dengan dibuatnya forum jasa wisata 

alam oleh pihak UPT.  

b. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam 

dikarenakan melihat trend pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di 

kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang  

kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, yang 

memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir 
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dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak pusat dalam mengevaluasi 

dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA. 

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2016 ada beberapa hambatan 

yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang yaitu:  

a. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA belum terkoordinir secara baik; dan  

b. Permasalahan administrasi dalam proses penerbitan IUPSWA.  

Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT; dan  

b. Perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Dari pencapaian kinerja yang diperoleh memberikan outcame diantaranya efektifitas 

pengelolaan meningkat karena ada pemegang IUPSWA dan peran serta masyarakat sekitar 

kawasan konservasi  dengan adanya pemegang IUPJWA sehingga masyarakat ikut dalam 

menjaga kawasan. Selain itu juga dengan adanya pemegang IUPSWA dan IUPJWA dapat 

meningkatkan PNBP, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan 

konservasi dan perekonomian masyarakat. Peningkatan PNBP melalui Pungutan Izin 

Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) dan Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam 

(IHUPA). Sampai dengan akhir tahun 2016, nilai PNBP dari PIPPA adalah sebesar Rp. 

2.799.639.691,-, sedangkan nilai PNBP dari IHUPA adalah sebesar Rp. 858.049.998,-.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 
(ODTWA) di Taman Wisata Alam (TWA) Lembah 

Harau, BKSDA Sumatera Barat 
 

Gambar 31. 

Sarana Prasarana  Dalam Rangka 
Mendukung Pariwisata Alam di TWA 

Gunung Papandayan, BBKSDA Jawa Barat 

Gambar 32. 

Sarana Prasarana yang Dibangun oleh 
Pemegang IUPSWA (PT. Pelengkung Indah 

Wisata) di TN Alas Purwo 


